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ABSTRAK 
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Nikah ulang di kecamatan Martapura Kota masih lumrah terjadi dikalangan 

anak muda sebagai cara melegalisai pernikahan yang sebelumnya dilakukan 

secara sirri, dikarenakan salah satu dari pasangan belum mencapai usia 

perkawinan yaitu sembilan belas tahun, Dan ditegaskan pada pasal 2 ayat (2) 

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan 

harus didaftakan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meluruskan bahwa pernikahan 

harusnya di catatkan atau dilegalkan secara administrasi, tidak hanya sah di mata 

agama saja, dengan cara itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat. 

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

hukum empiris atau socio-legal (socio legal research) meneliti hukum sebagai 

objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin 

yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan 

hukum. Dengan tehnik wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan
 

teknik 

editing, deskripsi dan matriksasi. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif 

sehingga diperoleh kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian tersebut penulis mendapati tiga (3) informan yang 

didaptka dari informan pertama dan kedua yang melatar belakangi pernikahan 

sirri adalah tidak ingin memperlambat pernikahan karena takut tejadi hal yang 

tidak diinginkan, dan di legalkan setelah istri mencapai usia perkawinan yaitu 

sembilan belas tahun, dan pada kasus kedua sebelum melakukan nikah ulang istri 

pun telah mengandung.dan informan ketiga menyatakan latar belakang terjadinya 

nikah sirri karena perjodohan keluarga yang tidak bisa ditunda hingga mereka 

melegalkan setelah istri sudah berusia 19 tahun. Dan menurut peneliti pernikahan 

ulang di perbolehkan dan dianggap sah saja namun jika seperti kasus kedua 

menikah ulang dalam keadaan telah hamil besar maka harus melakukan sidang 

kembali terkait status anak, jika seandainya melegalkan melalui itsbat nikah maka 

tidak perlu melakukan nikah ulang dan tidak perlu mengulang mengajukan sidang 

terkait status anak. 

  




